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BAB 1

DESA DAN PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Konsep utama pembangunan untuk memahami idiom
“membangun desa” dan “desa membangun” belum dikenal
dalam wacana dan teori pembangunan. Konsep pembangunan
desatidak begitu dikenal dalam literatur pembangunan. Dalam
sejarahnya, pembangunan desa merupakan kreasi dan simbol
Orde Baru yang lahir pada Pelita I (1969-1974), yang berujung
pada kementerian Pembangunan Desa Kementerian Dalam
Negeri. Namun pada pertengahan tahun 1980-an,
pembangunan desa  kemudian digantikan = dengan
pembangunan masyarakat desa, karena pembangunan desa
yang semula terfokus pada pembangunan materi tanpa
menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga
diubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat
Desa, namun kewenangan saat ini yang masuk dalam
nomenklatur tahun 1990-an juga diubah menjadi Ditjen
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai
sekarang. Pembangunan desa tidak lagi menjadi program
nasional, tetapi terlokalisir pada wilayah dan isu desa
(Kurniawan, 2015).

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal
perkembangan desa. Pembangunan desa lebih dikenal dan
dikembangkan. Desa dan pembangunan desa merupakan
bagian dari pembangunan desa. Bappenas mendukung
kecenderungan dan posisi ini. Literatur tentang pembangunan
pedesaan begitu kaya, dinamis dan selalu berubah. Paradigma
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lama adalah negara-sentris: otokratis, top-down, terpusat,
hierarkis, sektoral, dIl. Paradigma baru tampaknya
mewujudkan semangat pengakuan dan subsidiaritas yang
berpusat pada komunitas: demokratis, bottom-up, otonomi,
kemerdekaan, partisipatif, emansipatoris dll, Eko, et,.al dalam
(Kurniawan, 2015).

Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan
Timur Indonesia baru didirikan pada masa jabatan tetap
presiden Megawati Soekarnoputri pada pemerintahan Gotong
Royong. Pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, kementerian tersebut berganti nama menjadi
Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada masa pemerintahan
Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini
berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertanggung jawab atas
pembangunan desa dan perdesaan, penguatan masyarakat
pedesaan, mendorong pembangunan daerah tertinggal.

B. Pemahaman Tentang Desa

Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Desa
No. 6 Tahun 2014, maka desa diakui dan diberi kewenangan
untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan bagi
kepentingan masyarakat desa. Seiring dengan pengakuan dan
pemberian kewenangan, desa juga mendapat alokasi anggaran
dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan desa.
Pembangunan tak lagi sekadar dirayakan sebagai turunnya
proyek yang dikerjakan di desa, tetapi perwujudan kedaulatan
desa dalam merumuskan dan memutuskan masa depannya
sendiri, (Palulungan et al., 2020).

2 | Pembangunan Desa



Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola

desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa
sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan

Indonesia. Prinsip keberagaman juga dikembangkan dalam UU

Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013, dimana prinsip

pengakuan dan subsidiaritas desa dikedepankan. Selain itu, UU

Desa ini memperkuat hak dan kedaulatan desa yang

sebelumnya terpinggirkan karena ditempatkan di bawah level

nasional. Padahal, desa pada hakekatnya merupakan satu
kesatuan negara yang mewakili Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Bagian penjelasan undang-undang tersebut

menyebutkan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai

berikut (Kurniawan, 2015):

a. Menghormati dan menghormati desa-desa yang ada
dengan keragamannya sebelum dan sesudah terbentuknya
NKRI;

b. Memperjelas status dan kepastian hukum desa dalam
sistem ketatanegaraan NKRI untuk mendukung keadilan
bagi totalitas warga negara Indonesia;

c. Memajukan dan melestarikan adat, tradisi, dan budaya
masyarakat desa; Mendorong ide, gerakan dan partisipasi
masyarakat dalam pengembangan potensi dan sumber
daya untuk memajukan kesejahteraan bersama;

d. Membangun pemerintahan desa yang profesional, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel;

e. Meningkatkan pelayanan publik masyarakat pedesaan
untuk perwujudan manfaat bersama;

f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya warga desa buat
mewujudkan warga desa dalam menjaga kohesi sosial
dalam kerangka pertahanan negara;
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1.

memajukan ekonomi masyarakat pedesaan dan mengisi
kesenjangan dalam pembangunan nasional; Dan
Penguatan masyarakat desa demi tujuan pembangunan.

Desa

Di dalam Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) ketentuan umumnya
menjelaskan bahwa:

a.

Desa adalah desa adat atau dengan nama lain adalah badan
hukum masyarakat yang terbatas pada wilayahnya dan
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang
diprakarsai oleh masyarakat, hak ulayat dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.
Pemerintah desa ialah badan yang mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem
pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa adalah kepala desa disebut juga berbeda
karena perangkat desa membantu dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Badan desa atau organisasi pemerintah, yang anggotanya
adalah wakil-wakil masyarakat desa di daerah dan
keputusannya diambil secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang diundangkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi
dan bersepakat dengan badan musyawarah desa.
Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan taraf
hidup dan taraf hidup masyarakat desa untuk sebesar-
besarnya manfaat.

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang kegiatan
utamanya pertanian meliputi pengelolaan SDA dengan
penataan fungsi kawasan seperti permukiman perdesaan,
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pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
transformasi ekonomi.

h. Keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa
yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
berupa uang atau barang.

i. Barang milik desa adalah yang berasal dari barang asal
desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran desa
atau kepentingan lain yang sah.

j. Pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah upaya untuk
mengembangkan  kemandirian dan  kesejahteraan
masyarakat melalui pemanfaatan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, keterampilan, persepsi, dan
penggunaan sumber daya dalam merumuskan kebijakan,
program, kegiatan, dan dukungan yang sesuai dengan
sifatnya pedesaan dan kebutuhan masyarakat desa.

2. Otonomi Desa

Kata otonomi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani dan
terdiri dari kata autos yang berarti diri sendiri dan namos yang
berarti peraturan atau hukum, sehingga dapat diartikan
sebagai kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau
kewenangan untuk mengatur peraturan rumah tangga sendiri.

Desa-desa di Indonesia, sebagai yurisdiksi tertua, memiliki
otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi yurisdiksi di
atasnya di masa mendatang, termasuk yang didirikan secara
sukarela oleh desa dan wilayah yang dipaksakan oleh pihak
lain melalui kewenangan yang lebih tinggi tersebut, otonomi
desa mendapat batasan-batasan tertentu. Meski begitu, desa-
desa di seluruh Indonesia tetap memiliki hak untuk
menentukan hidup dan matinya sendiri, hak untuk
menentukan wilayahnya dengan batas-batasnya, hak untuk
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menentukan pemerintahannya, Kartohadikoesoemo dalam
(Palulungan et al., 2020).

Hak mengatur sendiri atau hak mengurus dan mengurus
rumah tangga desa sebagai bidang hukum yang diatur oleh
hukum adat adalah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan
kepentingan materiil dan spiritual. Ada tiga asas yang
mendukung pemberian otonomi kepada desa, yaitu asas
rekognisi, asas subsidiaritas, dan asas kemandirian. Asas
rekognisi atau pengakuan hak asal usul menempatkan desa
sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai sejarah dan
asal-usul yang dipertahankan dan dihormati oleh pihak-pihak
dari luar.

Asas ini menjamin keberagaman desa dengan karakteristik
dan keunikan masing-masing sesuai dengan sejarah dan asal-
usulnya termasuk berbagai kebiasaan dan daya adaptasi
terhadap lingkungan dan perubahan. Karena itu, pengakuan
terhadap hak asal-usul bagian dari pengakuan terhadap
kemampuan masyarakat desa dan membangun dan
mengembangkan desa. Asas subsidiaritas atau penetapan
kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal
menempatkan desa secara otonom untuk membuat kebijakan
dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan
masyarakat desa. Asas ini memberikan otoritas kepada desa
untuk membangun sesuai kebutuhan dan kepentingan
masyarakat desa. Desa mempunyai otonomi untuk menyusun
perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan
desa dan membentuk Peraturan Desa untuk mengatasi
masalah-masalah skala desa.

Asas kemandirian adalah proses yang dipimpin oleh kepala
desa dan masyarakat desa, yang tujuannya adalah untuk
melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhan mereka
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dengan kemampuan mereka sendiri. Asas ini menempatkan
masyarakat dan pemerintah desa untuk memanfaatkan
potensi dan kemampuan desa secara mandiri dalam
memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah di desa
secara gotong royong. Pemerintah desa dapat membangun
perekonomian dan pelayanan sosial dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dalam proses desa.

3. Desa Membangun

Sebelum otonomi desa, pembangunan desa menggunakan
pendekatan membangun desa atau pembangunan perdesaan,
menempatkan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai
objek pembangunan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan bergantung pada musrenbang
yang tidak selalu memenuhi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat desa. Baik metode maupun peserta Musrenbang
tidak dapat memberikan masukan strategis untuk mengatasi
permasalahan riil di pedesaan. Metode Musrenbang yang
konvensional dan ceramabh, serta dihadiri oleh pemerintah dan
elite desa, menjadikan Musrenbang sebagai arena untuk
kepentingan kelompok elite desa.

Dengan adanya otonomi desa, konsep pembangunan pun
bergeser dari membangun desa menjadi desa membangun.
Desa membangun bertumpu pada kemandirian, kearifan lokal,
modal sosial, demokrasi, partisipasi, kebersamaan, kegotong
royongan, kesetaraan, = kewenangan, alokasi dana,
pemberdayaan, keberlanjutan, dan lain-lain. Desa mempunyai
wewenang untuk membuat perencanaan, penganggaran, dan
melaksanakan secara mandiri, untuk mengatasi berbagai
permasalahan dan meningkatkan pelayanan publik di desa.
Wewenang ini memungkinkan pemerintah desa dapat
mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan
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masyarakat desa termasuk kepentingan kelompok rentan dan
marjinal, seperti
disabilitas, suku dan kelompok minoritas. Instansi eksternal
hanya memantau dan meningkatkan kapasitas sumber daya

perempuan, perempuan miskin, anak,

manusia sesuai kebutuhan desa.

Tabel 1.1 Perbedaan konsep membangun desa dan desa

membangun
Isu Membangun Desa Desa Membangun
Pintu masuk Perdesaan Desa
Pendekatan Functional Lokus

Isu dan konsep-
konsep terkait

Rural urban linkage,
market, pertumbuhan,
lapangan pekerjaan,
infrastruktur,
kawasan, sektoral, dll.

Kemandirian, kearifan
lokal, modal sosial,
demokrasi, partisipasi,
kewenangan, alokasi
sumber daya, gerakan
lokal, pemberdayaan,
dll.

kemiskinan, sekaligus

Level, skala, dan |Wilayah spasial dan  |Dalam jangkauan dan
cakupan ekonomi yang yurisdiksi
melampaui desa
Skema Pemerintah daerah Peraturan yang
kelembagaan melakukan mendefinisikan
perencanaan dan kekuasaan tingkat
pelaksanaan yang desa, melembagakan
didukung oleh alokasi |perencanaan desa,
dana khusus. Pusat mengalokasikan dana,
Fasilitasi, Monitoring |dan kontrol lokal
dan Promosi
Pemegang Pemerintah daerah Desa (pemerintah
kewenangan Mengurangi desa dan masyarakat)
Tujuan Mengurangi Menjadikan desa
keterbelakangan, sebagai basis
ketertinggalan, penghidupan dan
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sebagai penghubung
ekonomi pedesaan
dan perkotaan.
Pengembangan
kawasan hutan,
pertanian kolektif,
industri, pariwisata,
dll

Isu Membangun Desa Desa Membangun
membangun kehidupan masyarakat
kesejahteraan secara berkelanjutan.

Menjadikan desa
sebagai fasad yang
dekat dengan
masyarakat, sekaligus
sebagai desa yang
mandiri
Peran desa Berperan aktif dalam |Moderasi, pengawasan
perencanaan dan dan pengembangan
pengambilan kapasitas di desa
keputusan
Hasil Infrastruktur yang Sebagai pelaku utama
lebih baik antar desa |(subyek) yang
Tumbuhnya kota-kota | merencanakan,
kecil sebagai pusat membiayai dan
pertumbuhan dan melaksanakan

Pemerintahan desa
merupakan ujung
tombak pelayanan
publik bagi warganya.
Satu desa mempunyai
produk ekonomi
unggulan (one village
one product)

Sumber: Sutoro et al, dalam (Palulungan et al., 2020)
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